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Abstrak

Tindak pidana pengedaran uang palsu di Indonesia banyak terjadi dikarenakan beberapa
faktor antara lain karena perckonomian dan penyalahgunaan teknologi. Tindak pidana
pengedaran wang palsu di Indonesia harus diberantas sampai ke akarnya, yaitu pembuat
uang palsu. Upaya-upaya pemerintah bersama dengan Lembagallnstansi terkait perlu
dilaksanakan dengan tegas dan cepar dalam memberantas’ pengedaran wang palsu di

Indonesia.

A. Pendahuluan

Pentingnya keberadaan uang di Indonesia
tidak luput dari kejahatan atau tindak pidana
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pembuatan dan pengedaran uang palsu
merupakan salah satu kejahatan terhadap
mata uang rupiah. Salah satu contoh tindak
pidana tersebut adalah kasus UM alias Nuriyah
(46 tahun), seorang ibu rumah tangga asal
Legok  Muncang, Kelurahan

mpung
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.
n UM didasarkan pada aduan
n yang merasa tertipu. Barang
diamankan oleh Polres Bogor
.847 lembar pecahan mata
upiah, senilai 1,2 triliun
549 lembar uang Brasil
an 400 lembar pecahan

1 real, 153 lembar dolar Singapura pecahan
1.000 dolar, 1.718 lembar rupiah pecahan
100.000, dan 7.000 lembar uang yuan China.
Selain menemukan barang bukti berupa uang
senilai 1,2 triliun di kediaman pelaku, petugas
juga mengamankan barang bukti lain berupa
pelat sertifikat dari bank Swiss yang terbuat
dari tembaga. Menurut Kapolres Bogor, modus
yang digunakan pelaku dalam melancarkan
aksinya adalah mengaku sebagai perwira tinggi
kepolisian berpangkat inspektur jenderal.

Kasus tindak pidana pengedaran uang
palsu di Indonesia mengalami peningkatan.
Bank Indonesia (BI) pada tahun 2012
mencatat, peredaran uang palsu di Indonesia
mencapai 50.134 lembar. Dari kasus-kasus
di atas, dapat dilihat bahwa pengedaran uang
palsu di Indonesia telah membawa kerugian
yang cukup besar kepada negara. Kerugian ini
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dirasakan secara langsung oleh masyarakat pada
saat akan melakukan transaksi jual beli.

B. Mata Uang Rupiah

Mata uang yang berlaku di Indonesia
diatur dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang
Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1)
UU Mata Uang mengatakan bahwa mata uang
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap
rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk
menunjukkan identitas, membedakan harga
atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah
tersebut dari upaya pemalsuan.

Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur
dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang
dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai
pengaman dan terdapat dalam desain, bahan
dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun
sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi
tertutup, dan tertutup.

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah
di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat
(3) UU Mata Uang kepada BI. BI merupakan
satu-satunya lembaga yang berwenang untuk
mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat.
Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun
orang lain yang berhak untuk mengedarkan
uang rupiah yang sudah dibuat.

Banyaknya pengedaran uang palsu di
Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah
satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat
yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
dalam memberikan pekerjaan kepada orang
yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu
makin canggihnya teknologi dalam meniru
uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini
dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan
dengan membuat uang palsu.

C. Tindak Pidana Pengedaran
Uang Palsu

Kejahatan terhadap mata uang rupiah
dapat dikategorikan dua jenis, yaitu:

a.

Pembuatan Uang Palsu

Ketentuan larangan mengenai pembuatan
uang rupiah palsu sudah diatur dalam
Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang dimana
disebutkan bahwa setiap orang dilarang
memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana
yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat
(1) UU Mata Uang yang menyebutkan
bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
paling  banyak  Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pembuatan uang palsu ini juga
diatur dalam Pasal 244 KUHP vyang
menyebutkan bahwa barang siapa meniru
atau memalsu mata uang atau kertas
yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank,
dengan maksud untuk mengedarkan
atau menyuruh mengedarkan mata uang
atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak
dipalsu, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun.

Pengedaran Uang Palsu

Pengedaran uang palsu diatur dalam
Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang yang
menyebutkan bahwa setiap orang dilarang
mengedarkan dan/atau membelanjakan
rupiah yang diketahuinya merupakan
rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam
Pasal 245 KUHP yang menyebutkan
bahwa barang siapa dengan sengaja
mengedarkan mata uang atau uang kertas
yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank
sebagai mata uang atau uang kertas asli
tidak dipalsu, padahal ditiru atay
olehnya sendiri, atau wakt
diketahuinya bahwa tid
dipalsu, ataupun barang sj
atau memasukkan ke
uang dan uang kert
dengan maksud untu
menyuruh mengedar
dan tidak dipalsu, di

penjara paling lama




Seperti  disebutkan sebelumnya bahwa
pembuatan dan pengedaran uang rupiah
merupakan kewenangan dari BI berdasarkan
Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang, hal ini berarti
apabila ada lembaga atau orang perorangan lain
yang membuat, mengedarkan uang rupiah,
maka uang rupiah tersebut merupakan uang
palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1
angka (9) UU Mata Uang yang menyebutkan
bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang
bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau
desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat,
dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan,
atau digunakan sebagai alat pembayaran secara
melawan hukum.

D. Upaya Penanggulangan Tindak
Pidana Pengedaran Uang

Palsu
Indonesia saat ini telah meratifikasi
konvensi internasional mengenai

Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol
(International Convention for the Suppression of
Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve
1929). Selain itu Presiden Republik Indonesia
mengeluarkan  Peraturan Presiden Nomor
123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi
Pemberantasan Rupiah Palsu (PP Botasupal).
Fungsi dari Badan Koordinasi Pemberantasan
Rupiah  Palsu  (Botasupal) yaitu sebagai
koordinator dalam hal pemberantasan uang
palsu yang memadukan kegiatan dan operasi
pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan

ch lembaga/instasi terkait sesuai dengan
b tugas, dan wewenang masing-masing
stasi. Tugas dari Botasupal yaitu
ikan dan mensinkronisasikan

kebijakan

mengoordinasikan

pemberantasan
dan
pelaksanaan pemberantasan
nalisis dan mengevaluasi
palsu, memfasilitasi
n pemberantasan rupiah
emberikan rekomendasi
terkait

palsu, dan menghimpun

nsi mengenai

ngan yang terkait dengan
palsu. Dengan adanya

Botasupal ini diharapkan dapat memberantas
pengedaran uang palsu di Indonesia.
BI juga berperan dalam pemberantasan

uang palsu di Indonesia, yaitu dengan
membentuk suatu lembaga yang dapat
mendeteksi  keberadaan uang palsu yang
bernama  Bank  Indonesia  Counterfait

Analysis  Center (BI-CAC). Adapun tujuan
dari pembentukan BI-CAC ini yaitu untuk
memudahkan Botasupal atau pihak kepolisian
untuk membongkar jaringan pemalsu uang.
Hal ini mengingat jaringan pembuat dan
pengedar uang palsu di Indonesia cukup
besar. Upaya-upaya ini merupakan upaya
yang diterapkan oleh Pemerintah dan juga
Lembaga/Instansi  yang berkaitan __dengan
uang di Indonesia, akan tetapi pelaksanaan
dari pemberantasan pengedaran uang palsu
di Indonesia belum efektif oleh karena itu
perlu ada upayadain yang dapat secara efektif
memberantas’ pengedaran uang palsu di
Indonesia

Menurut penulis, ada beberapa upaya
yang dapat dilakukan dalam penanggulangan
tindak pidana pengedaran uang palsu, yaitu
upaya preventif dan represif. Upaya preventif,
yaitu dengan menuntut institusi-institusi yang
mendapatkan amanat undang-undang untuk
membuat dan mengedarkan mata uang rupiah
untuk lebih memperhatikan = ciri-ciri  dari
rupiah itu sendiri, di mana mata uang rupiah
harus dapat dibuat secanggih mungkin agar
lebih sulit untuk dipalsukan. Untuk itu perlu
ada pemilihan bahan kertas, pemilihan warna
dan juga pembuatan nomor-nomor kombinasi
yang tepat untuk mempersulit pembuatan
uang palsu. Selain pembuatan uang asli yang
canggih, juga perlu ada pengaturan lebih lanjut
mengenai pengedaran uang dan penarikan uang
yang sccara berkala dapat berubah. Pengetahuan
masyarakat terhadap keaslian mata uang juga
perlu diperluas dan secara berkala dilakukan
sosialisasi terhadap pengedaran mata uang dan
sosialisasi mengenai pengenalan mata uang asli.
Selain upaya preventif, juga perlu dilakukan
upaya represif, upaya ini perlu dilakukan dalam
rangka pemberantasan dan pengungkapan
kejahatan uang palsu oleh penegak hukum.

Upaya penanggulangan tindak pidana
pengedaran uang palsu juga perlu dilakukan



dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan setingkat undang-undang, dimana
hal ini dilakukan oleh para pembentuk
undang-undang yaitu Pemerintah bersama
dengan DPR. Pembentukan undang-undang
harus didasari adanya upaya untuk mencegah
terjadinya pengedaran uang palsu. Program
legislasi 2010-2014 telah menetapkan 247
RUU yang akan dibahas antara DPR-RI
bersama dengan Pemerintah. Dari 247 RUU
tersebut, beberapa RUU  terkait dengan
pengaturan pengedaran uang yang dapat
dijadikan peluang bagi Pemerintah dan DPR
untuk mengatur substansi terkait upaya
menanggulangi tindak pidana pengedaran uang
palsu; antara lain RUU Perbankan, RUU Bank
Indonesia, dan. RUU Lalu Lintas Devisa dan
Sistem Nilai Tukar.

E. Penutup

Tindak pidana pengedaran uang palsu
banyak terjadi di Indonesia. Berbagai kebijakan
melalui undang-undang maupun peraturan
pelaksananya sudah dikeluarkan, akan tetapi
kejahatan ini selalu terjadi. Pengedaran uang
palsu di Indonesia terjadi antara lain karena
masih banyak masyarakat yang berekonomi
rendah. Faktor lainya yaitu penyalahgunaan
kemajuan teknologi. Upaya yang dilakukan
dalam memberantas uang palsu sudah
diterapkan oleh Pemerintah maupun BI, akan
tetapi upaya ini belum dapat secara maksimal
dapat memberantas pengedaran uang palsu.
Oleh karena itu perlu adanya penegakan
hukum yang tegas dalam memberantas uang
palsu dan menerapkan teknologi pembuatan
uang yang tidak bisa diterapkan oleh pihak
lain, selain bank sentral.
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